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Menggagas Ulang Demokrasi”
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ransformasi politik yang diikuti de-
ngan kebangkitan masyarakat (so-
ciety) dan negara (state) yang sa-
ling terhubungkan satu sama lain
dan bertambahnya intensitas jaringan-ja-
ringan internasional, membuat teori politik
harus ditinjau ulang sebagai dasar di dalam
bentuk maupun cakupannya, sebagai suatu
pergeseran yang akan membawa per-
ubahan konsepsional dan institusional da-
lam negara modern {modern state) itu sen-
diti. Hal ini selalu membuka persoalan, se-
jauh mana klaim tentang negara modern
yang independen dan netral dapat dikaji

. atau dipertimbangkan kembali. Untuk meng-

embangkan gagasan atau argumen bahwa
negara telah terjebak dalam pemeliharaan
dan reproduksi kekuasaan yang sistematik
dan tidak seimbang, bahwa keputusan-ke-
putusan telah terdistorsi dalam kepenting-

.an-kepentingan yang sempit, dasar atas

hal itu merupakan klaim legitimasi kekuasa-
an yang dapat dipertanyakan dan diperde-
batkan lagi.

Meski demikian, gagasan tentang ne-
gara modern telah menjadi petunjuk bagi
orientasi politik, dengan beberapa konse-
kuensi tertentu yang dapat diraih. Sejauh
‘mana gagasan ini tetap dapat diaplikasikan
pada era kontemporer, hal tersebut dapat
dilihat dari perbedaan dan bentuk-bentuk

baru kekuasaan dan otoritas serta beberapa
hal lain. Demikian juga, sejauh mana kon-
sep tentang aturan politik (political orden,
otoritas (authority), dan demokrasi yang
baik (good democracy) dapat. dielaborasi
pada level institusi negara. Sementara itu,
pelaksanaan atas hal-hal tersebut menjadi
tekanan dan problem tersendiri.

Rekonstruksi tentang gagasan politik
yang ditawarkan di sini dipahami sebagai
refleksi terhadap konsep dasar dan ruang
fingkup politik modern dengan tujuan untuk
menguraikan beberapa kondisi dan ke-
mungkinan-kemungkinan bagi terciptanya
komunitas politik yang demokratis pada
dunia saat ini.

Prinsip Otonomi

Hal paling penting dan menarik dari
gagasan tentang negara modern terletak
pada keterbatasan sistem kekuasaan da-
lam menyediakan mekanisme pengaturan,
mengecek pada pengatur-pengatur dari
aturan tersebut dan menjalankannya. Pe-
merintah yang dipercaya, dalam kapasitas-
nya sebagai state, diyakini akan memper-

TTulisan ini diterjemahkan oleh: A, Wis-
nuwardana.
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luas hal-hal tersebut guna menegakkan atur-
an-aturan hukum (rufe of law). Perlakuan
yang sama di depan hukum, perlindungan
warga dari penggunaan tindakan sewenang-
wenang dari orotitas politik dan kekuasaan
koersif merupakan sesuatu yang seharus-

nya terjadi. Daya tarik negara, secara ringkas, -

terletak pada janjinya terhadap komunitas
masyarakat yang akan diatur dengan batas-
batas atau aturan main yang fair sehingga
seluruh warga merasa menjadi bagfan di
dalamnya.

Secara tajam, gagasan tentang demo-
krasi menjabarkan kekuasaan dan signifi-
kansinya dari gagasan tentang penentuan
nasib sendiri; hal ini berarti warganegara
sebagai bagian dari anggota komunitas po-
litik seharusnya dapat memilih secara be-
bas, kondisi-kondisi dari perkumpulan atau
asosiasi milik mereka sendiri, dan bahwa
pilihan mereka seharusnya mengandung
legitimasi paling tinggi dari bentuk dan arah
suatu masyarakat politik {polity). Suatu
kerangka kerja yang fair (fair framework)
guna mengatur komunitas salah satunya
adalah pemilihan yang bebas. Bila demo-
krasi berarti pemerintahan oleh rakyat, de-
terminasi atas keputusan-keputusan publik
oleh anggota komunitas politik yang se-
derajat dan basis pembenarannya, tetletak
pada promosi dan peningkatan ctonomi ba-
gi individu, baik sebagai warganegara mau-
pun bagi kolektivitas itu sendiri. Dalam
konteks ini, otonomi berkonotasi sebagai
kapasitas manusia untuk memahami kesa-
daran dirinya, merefleksikan dirinya dan
menentukan nasibnya sendiri. Hal-hal ter-
sebut melibatkan kemampuan untuk berun-
ding, mengadili, memilih, dan berbuat (atau
tidak berbuat) di atas perbedaan-perbedaan
yang mungkin di dalam kehidupan privat

sebagaimana dalam kehidupan publik; men- -

dukung kebaikan demokrasi, atau di da-
lam istilah Rousseau, common good.

Hubungan antara negara sebagai ke-
rangka kerja politik yang fair dengan rakyat
sebagai agen pendukung memeriukan pen-
jabaran lebih lanjut. Apa yang menjadi per-
bincangan. adalah relasi antara negara dan
demokrasi, atau lebih tepatnya, relasi an-
tara gagasan tentang negara sebagai kor-
porasi independen atau struktur dasar hu-
kum dan institusi, dengan gagasan demo-
krasi sebagai penentuan yang ctonom atas
asosiasi-asosiasi kolektif. Sifat dari relasi
ini secara luas ditampilkan dalam khasanah
pemikiran politik. Sebagaimana telah di-
perbicangkan, relasi antara keduanya da-
pat ditemukan dalam doktrin-doktrin tentang
kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat.
Sementara para pendiri negara cenderung
menempatkan negara dalam posisi yang
sangat berkuasa dengan menghargai keber-
adaan komunitas, tetapi gagal untuk mena-
warkan sejumlah hak-hak publik yang leng-
kap serta bentuk-bentuk pertanggungja-
wabannya, penerus-penerusnya menghan-
curkan seluruh kekuatan komunitas selu-
ruhnya dan gagal untuk menawarkan suatu
pertanggungjawaban yang koheren dari apa
yang disebut pembedaan tentang ke-
kuasaan negara. Bila dalam kasus pertama
individu yang semu (artificial persons) di-
konseptualisasikan tanpa perhitungan dasar
yang lengkap tentang seluruh warganegara,
dalam kasus kedua hal ini direduksi men-
jadi bagian-bagian kecil dari kehendak rak-
yat tanpa adanya suatu otoritas yang inde-
penden. Konsepsi tentang kedaulatan ga-
gal untuk membuat batas yang terpisah atau
batas legitimasi dari suatu tindakan politik
yang memerlukan periakuan-perlakuan atau
perhatian sepenuhnya.

Petunjuk untuk mencari posisi alternatif
dari tesis tentang kedaulatan negara dan
kedauiatan rakyat dapat ditemukan dengan
merefleksikannya pada prinsip-prinsip ten-
tang otonomi, yakni suatu prinsip yang me-
nemukan resonansi dalam seluruh tradisi
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dari pemikiran politik dan praktek-praktek
politik, dengan memperhatikan secara khu-
sus penentuan ruang lingkupnya, di mana
rakyat dapat merasa nyaman dalam relasi
yang bebas dan sederajat. Prinsip otonomi
dapat dinyatakan sebagai berikut:

orang-orang seharusnya merasa nya-
man dengan hak-hak yang setara dan
—sejalan dengan hal itu— kewajiban
yang setara pula di dalam spesifikasi
kerangka kerja politik yang memberi-
kan —dan sekaligus membatasi— ke-
sempatan yang disediakan untuk mere-
ka; hal ini berarti mereka seharusnya
bebas dan sederajat dalam menentu-
kan kehidupan mereka sendiri sepan-
jang mereka tidak membuat kerangka
kerja yang menegasikan hak-hak orang
lain.

Prinsip otonomi menggambarkan se-
cara esensial dua gagasan dasar: (1)ide
bahwa rakyat seharusnya berhak menen-
tukan senditi hasibnya dan (2) gagasan
tentang pemerintahan demokratis harus di-
batasi sebagai pemerintah yang menegak-
kan struktur terbatas kekuasaan secara
legal. Kedaulatan contrastate menuntut rak-
yat menentukan kondisi-kondisi dari aso-
siasi milik mereka sendiri, sementara ke-
daulatan contrapopular menandai penting-
nya mengakui batas-batas kekuasaan rak-
yat melalui pengaturan struktur, yang ke-
duanya sama-sama menimbulkan kendala
dan kemudahan. Gagasan mendasar ini
diambil untuk siapa saja yang hendak
mempertahankan proyek tentang ide negara
bangsa modem (modern nation state). Lebih
lanjut, gagasan ini berakar dari sebagian
besar aspirasi para pemikir-pemikir pada
abad ke-18 dan ke-19, yang mencoba un-
tuk mengkiarifikasi dan menyeimbangkan
hubungan antara kedaulatan negara dan
kedaulatan rakyat. Sebelum dijelaskan le-
bih lanjut mengenai prinsip otonomi, periu

dimengerti dasar-dasar rasional lebih jauh
dari konsep ini.

Pemahaman dan rasionalitas dari prin-
sip otonomi dipinjam dari sepenggal pemi-
kiran John Rawls yang menyatakan bahwa
langsung dalam gerakan politik dan tradisi
intelektual yang ditanamkan dalam suatu
pemerintahan liberal demokratis pada suatu
komunitas politik. Otonomi warganegara da-
pat direpresentasikan oleh pengelompokan
hak-hak, yang dapat membuat rakyat me-
rasa nyaman karena statusnya yang bebas
dan sederajat di dalam kelompok-kelompok
masyarakat.

Bila sebelumnya perjuangan diarahkan
untuk mencapai hak-hak yang melibatkan
perjuangan otonomi seperti hak lahir dan
hak milik, perjuangan selanjutnya melibat-
kan sesuatu yang lebih luas seperti kebe-
basan berbicara, mengekspresikan diri,
beragama dan berserikat, kebebasan wa-
nita dalam perkawinan, kebebasan dalam
pemilihan yang bebas. Otonomi warga-
negara dapat direpresentasikan oleh se-
kumpulan hak-hak, di mana rakyat dapat
menikmati hak-hak tersebut sebagai hasil
dari status mereka yang bebas dan sede-
rajat dari suatu bagian komunitas.

Meski sebagian teoritisi politik dari de-
mokrasi liberal menekankan perhatian yang
berbeda-beda, seluruh pendekatan ke arah
demokrasi liberal —baik yang mainstream
rmaupun yang radikal- mempunyai beberapa
unsur tertentu yang umum. Mereka memi-
liki concern pada advokasi atas hubungan
yang bebas dan setara di antara orang-
orang dewasa dalam kehidupan publik dan
kehidupan privat. Mereka concern untuk
teriibat dalam perdindungan-perlindungan ter-
tentu, antara lain:

Perlindungan dari penggunaan pemak-
saan (the arbitrary use) dari otoritas politik
dan kekuatan koersif.

Keterlibatan warganegara dalam pe-
nentuan kondisi perserikatan-perserikatan
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mereka melalui ketetapan-ketetapan dari
kesepakatan mereka di dalam merawat dan
melegitimasi institusi-institusi yang regu-
latif

Penciptaan lingkungan dan situasi yang
terbaik bagi warganegara untuk memba-
ngun karakter mereka dan mengekspre-
sikan bermacam-macam kemampuan serta
potensi yang mereka miliki.

Memperluas kesempatan ekonomi
untuk mengoptimalkan tersedianya sumber
daya

Gagasan tentang otonomi berkaitan de-
ngan berbagai macam variasi dan mem-
bantu menerangkan, mengapa mereka ter-
bagi secara meluas. Otonomi, sebagati in-
dikasi awal, berkonotoasi sebagai kemam-
puan manusia untuk sadar diri, mereflek-
sikan diri, dan menentukan nasibnya sen-
diri. Hal itu melibatkan kemampuan untuk
bertindak sebagai pencipta atau pembuat
kehidupannya sendiri, baik di dalam dunia
publik maupun kehidupan privat. Perkem-
bangan ruang lingkup ctonomi dari tindakan,
di dalam kehidupan agama, sosial, politik,
dan ekonomi menjadi semacam pertanda
pokok akan adanya kebebasan dan kese-
taraan.

Untuk menyingkap adanya komitmen
atau tidak dari demokrasi liberal kepada
prinsip otonomi, penekanannya seharusnya
diletakkan pada model demokrasi liberal itu
sendiri sebagaimana adanya. Memfokus-
kan diri pada pemerintah saja cenderung
hanya menggambarkan perhatian dari relasi
antara hak-hak formal dengan hak-hak ak-
tual; antara komitmen untuk memperiaku-
kan warganegara sebagai warga yang
bebas dan sederajat dengan praktek kese-
hariannya; antara dugaan dari kepemim-
pinan politik dan partai politik sebagai
struktur yang memadai dalam menjemba-
tani jurang antara negara dan masyarakat.

Tahap-tahap Prinsip Otonomi

Untuk memahami signifikansi teoretis
dari suatu wilayah yang ditandai dengan
prinsip-prinsip otonomi, beberapa gagasan
yang disemai dalam prinsip-prinsip itu me-
nyediakan beberapa sketsa. Meskipun
makna-makna ini akan lebih spesifik di saat
mendatang, gagasan-gagasan ini menye-
diakan beberapa tahapan awal sebagai
panduan referensial sebagai berikut;

1. Prinsip otonomi mencari cara untuk
mengartikulasikan dasar-dasar di-ma-
na kekuatan publik dapat dibenarkan;
hal ini seharusnya dipikirkan sebagai
prinsip dari legitimasi politik.

2. Gagasan bahwa orang-orang seharus-
nya merasa nyaman dengan hak-hak
kesetaraan dan kewajiban di dalam ke-
rangka kerja politik yang memperbaiki
kehidupan mereka; kesempatan berarti
bahwa mereka seharusnya menikmati
struktur umum dari-tindakan politik se-
hingga mereka bisa jadi dapat meraih
proyek-proyek mereka —baik dalam
kehidupan publik maupun privat- se-
bagai agen yang bebas dan sejajar
satu sama lain. Struktur umum dari
tindakan politik adalah hubungan dasar
yang bersifat netral dan institusi-ins-
titusi yang dapat menempatkan aspi-
rasi, harapan, dan tujuan individu se-
cara netral.

3. Konsep tentang hak-hak berkonotasi,
pertama, pernyataan untuk mengejar
tindakan dan aktivitas tanpa risiko dari
pemaksaan atau campur tangan yang
tidak adil. Hak-hak didefinisikan seba-
gai wilayah legitimasi dari tindakan
yang independen. Konsisten dengan
hal ini, hak-hak lebih jauh dapat dide-
finisikan sebagai pernyataan kapa-

- sitas, bila pernyataan itu tidak diterje-
mahkan di dalam kapasitas untuk ber-
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tindak (atau dalam kasus-Kasus ter-
tentu, untuk tidak bertindak), keber-
hasilan hak-hak tidak dapat dikaitkan
dengan suatu kemampuan untuk mem-
buat mereka menghitung tindakan-tin-
dakan mereka. Lebih jauh lagi tentang
hak-hak, bila mereka mengkhususkan
kemampuan dari rakyat untuk menik-
mati batas-batas kebebasan, hal itu
tidak hanya dalam prinsip prinsip-prin-
sip tetapi juga dalam praktek, di mana
keduanya harus dinyatakan secara for-
mal dan konkret. ‘

Hak-hak khusus dan kewajiban yang
diperlukan dalam prinsip otonomi di-
gunakan untuk melindungi masing-ma-
sing kepentingan individu. Kepentingan
individu ini mengikuti status masing-
masing individu sebagai warganegara
dalam kedudukannya sebagai orang
yang bebas menentukan nasibnya.
Sekelompok hak dan kewajiban yang
membuat prinsip-prinsip otonomi men-
jadi efektif dalam suatu perkembangan
struktur politik yang umum adalah pem-
berdayaan dan partisipasi. Hal tersebut
dapat dipikirkan sebagai sebuah sis-
tem struktural — yakni suatu relasi yang
berulang melalui tipe-tipe yang berbeda
yang dihubungkan satu dengan yang
lainnya melalui spesifikasi makna par-
tisipasi itu sendifi. Dengan demikian,
sistem membuat penataan dan mem-
berdayakan rakyat dan harus meng-
gambarkan hal di atas, sehingga se-
‘mua hubungan itu memberikan kesem-
patan partisipasi yang luas kepada
rakyat sebagal warganegara. Hal ini
berarti, prinsip otonomi, berhubungan
dengan sistem pemberdayaan, dapat
dilihat sebagai suatu dasar sekaligus
tantangan dalam kehidupan publik,
suatu basis konstitutif yang dinamakan
hukum demokrasi publik (democratic
public law).

5.

Gagasan bahwa seharusnya rakyat
menjadi bebas dan sederajat dalam
kehidupan mereka berarti bahwa me-
reka seharusnya dapat berpartisipasi
dalam proses pembebasan, terbuka
pada semua hal yang berkaitan de-
ngan kebebasan dan kesederajatan,
tentang segala hal yang menjadi per-
hatian publik. Suatu struktur umum da-
ri tindakan politik diartikulasikan dalam
prinsip-prinsip otonomi dan hal itu ber-
kaitan dengan sekelompok hak dan
kewajiban, khususnya dalam kerangka
partisipasi, di datam dan melalui usaha
di mana rakyat dapat terlibat dan
mengambil peranan dalam perdebatan-
perdebatan publik. Sejalan dengan hal
itu, setiap kebijakan dan hukum yang
dikembangkan seharusnya didasarkan
pada perkembangan argumen-argumen
dalam perdebatan tersebut. Lebih jauh
lagi, legitimasi atas keputusan-kepu-
tusan harus mendasarkan diri pada per-
timbangan semuanya (deliberation of all)
dan bukan hanya kehendak semuanya
(will of alf). Proses pertimbangan ini,
sesuai dengan mekanisme voting da-
lam suatu pengambilan keputusan ber-
sama, didasarkan pada mekanisme
hukum-hukum yang utama.

.Kualifikasi yang dinyatakan dalam prin-

sip ini —yakni bahwa hak-hak individu
mendapatkan periindungan yang eks-
plisit- merepresentasikan apa yang di-
namakan pemerintahan konstitusional.
Prinsip otonomi menetapkan bahwa
rakyat harus menjadi bebas dan se-
derajat dan bahwa kelompok mayori-
tas seharusnya tidak dapat menjatuh-
kan satu sama lain. Di sana seharus-
nya selalu terjadi penataan yang insti-
tusional untuk melindungi kedudukan
individu atau minoritas, baik dalam atur-
an-aturan konstitusional maupun dalam
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perlindungan keselamatan. Prinsip
otonomi dan suatu paket pemberdaya-
an atas hak dan kewajiban, meng-
ikatkan dalam dirinya sendiri, suatu
mekanisme kehidupan demokratis.

Bagi orang-orang yang bebas dan se-
derajat di dalam penentuan pilihan atas
perkumpulan-perkumpulan yang ada,
struktur umum dari suatu kebijakan politik
yang menetapkan hak dan kewajiban di-
pandang periu untuk memberdayakan orang-
orang ini sebagai agen yang otonom. Prin-
sip otonomi yang dikategorikan dalam
hukum publik yang demokratis, seharus-
nya dipersiapkan bukan sebagai prinsip

individualistik bagi penentuan nasib sendiri,

di mana konsep tentang diri dipisahkan
dari tindakan individu dalam meraih ke-
pentingan-kepentingannya. Sebagai prinsip
struktural dari penentuan nasib sendiri, se-
seorang (bukan tindakan-tindakannya} me-
rupakan bagian dari kolektivitas yang ada
atau mayoritas, yang mendapatkan ja-
minan hukum sekaligus dibatasi oleh hu-
kum itu, di dalam aturan-aturan dan pro-
sedur dalam kehidupan demokrasi. Oto-
nomi dalam perhitungan seperti ini, harus
dipahami sebagai suatu relasi yang kom-
pleks berdasarkan pada aturan dan sumber
daya yang ada. Individu menjadi bebas
dan sederajat ketika mereka dapat merasa
nyaman dalam strukiur umum dari kebi-
jakan-kebijakan politik. Dari sini, bentuk
otonomi dapat diacu sebagai suatu otonomi
yang demokratis, yakni suatu pernyataan
otonomi di dalam batas-batas komunitas.

Gagasan tentang Negara Legal
Demokratis

Prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri
merupakan prinsip-prinsip otonomi yang
bersifat struktural dan bukan individual. Se-
suai dengan hal pernyataan itu, cakupan

dan-bentuk penentuan nasib.sendiri menye-
diakan suatu elaborasi bila hal tersebut
dikelompokkan secara menyeluruh dalam
konteks politik dan hukum:. Pilihan untuk
bersikap harus diciptakan dan juga dicabut.
Di antara keduanya, pencabutan adalah
pilihan untuk menghapuskan penentuan
nasib sendiri, yang mana tatkala salah satu
prinsip- dari penentuan nasib sendiri telah
diterima, hal tersebut merupakan suatu
kontradiksi. Seseorang tidak dapat secara
bebas memilih untuk meninggalkan ke-
kuatannya dan memilih secara bebas tanpa
mengalahkan argumen-argumen atau tu-
juan yang telah diatur. Dengan kata lain,
untuk melindungi kesukaretaan, kesukare-
laan itu sendiri harus dibatasi.
Menggagas ulang hubungan antara
demokrasi, negara, dan konstitusionalitas
memerlukan penataan kekuasaan dan oto-
ritas yang diperbandingkan dengan fea-
turefeature atau wacana konstitutif dari
para pelaku yang terlibat dalam pergaulan
publik. Apakah individu atau lembaga-lem-
baga merupakan derivasi dan justifikasi dari

sistern pemberdayaan hak dan kewajiban.

itu sendiri. Kekuasaan negara dan institusi-
institusi harus diatur dan dibatasi oleh ke-
butuhan untuk menjalankan hukum, jika
penjabaran dari kehidupan demokrasi pun
sudah dibatasi dan diatur. Untuk memper-
luas penegakan hukum publik yang demo-
kratis, dasar yang digunakan adalah men-
ciptakan hukum-hukum publik yang me-
miliki legitimasi kuat dari masyarakat.
Dengan kata lain, kekuasaan publik diatur
sebagai legitimasi yang bertingkat-ting-
kat, di mana hal itu memberikan peng-
akuan atas prinsip-prinsip otonomi, sehing-
ga kelompok-kelompok yang ada dalam
masyarakat dapat dipromosikan dan
dengan demikian mendorong otonomi yang
lebih demokratis. Bentuk dan cakupan dari
kekuasaan negara dan otoritas. politik me-
merlukan justifikasi dalam hubungan se-
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perti ini. Dalam dataran ini, bentuk yang
tepat dari “individu-individu semu” dapat
dikatakan sebagai rechstaat yang demo-
kratis (democratic rechstaaf), yaitu suatu
negara legal demokratis yang dibatasi dan
diukur oleh hubungan-hubungan dalam
hukum-hukum publik yang demokratis ter-
sebut.

Bila kedaulatan adalah kapasitas yang
penuh untuk mengambil bagian dalam ke-
putusan-keputusan politik dan untuk terlibat
dalam proses-proses hukum di dalam suatu
komunitas politik, hal ini tetap harus dida-
sarkan pada aturan-aturan tertentu dan

insitusi di mana aturan dan institusi itu tidak
bebas sebebas-bebasnya. Otoritas politik
seharusnya dipercayakan, bersama sama
dengan kekuasaan dalam negara legal
demokratis; sehingga dapat melindungi dan
mempertinggi kualitas otonomi. Dengan de-
mikian, suatu negara legal demokratis ada-
lah suatu keadaan atau kondisi bagi ber-
kembangnya demokrasi. Satu hal yang
harus diingat adalah bahwa tidak ada jamin-
an akan hal ini. Kehendak ke arah demo-
krasi dan budaya demokrasi sangat diper-
lukan untuk mendukung kondisi tersebut.e
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